
BUPATI MEMPAWAH 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR S% TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29 
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBIN! MEMPAWAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah 
Sakit Umum Daerah Dokter Rubini kepada masyarakat, 
perlu didukung sumberdaya manusia dan/ atau 
pegawai yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan 
secara kualitatif dan kuantitatif; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah, maka Peraturan Bupati 
Mempawah Nomor 29 Tahun 2018  ten tang Pengelolaan 
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan 
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter 
Rubini Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14  
Nomor 166 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 



10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor PER/08/M.PAN/ 1/2007 tentang Pedoman 
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan lnstansi 
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 1  
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 15  Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);  

14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;  

15 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 
Nomor 6 ) .  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 29 
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBIN! 
MEMPAWAH. 

Pasall 

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini 
Mempawah, diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan 
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

( 1 )  Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan 
kebutuhan Pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan berdasarkan 
analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi sumber 
daya manusia serta kemampuan pembiayaan. 



(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  diajukan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. 
(3) Persetujuan Bupati terhadap perencanaan kebutuhan pegawai non PNS pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Penerimaan Pegawai non PNS RSUD. 
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD. 
(5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS. 
(6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah. 

Mempawah 
t $ - 9 -  2022 

MPAWA+. 

Ditetapkan di pada tanggal 
rUPATI 

BUPATEN MEMPAWAH 
22.....NOMOR ...S......... 

Diundangkan dj lempawah 

ada tangsa'!S19:.2022 
SEKRE TARIS, JAE RAH KABUPATEN MEMPAWAH 


